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PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR |[ TAHUN 2016 ,

TENTANG j
I
,

< !
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOMBANA
> | ÿ : M ÿ

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA

BUPATI BOMBANA,

Meniinbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efekti.
vitas dan efisiensi

, serta akuntabilitas kinerja Satuan Polisi i Pamong Praja
Kabupaten Bombana sebagaimana telah I ditetapkan dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 17 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi d£in Tata. Keija Pemerintah
Daerah Kabupaten Bombana, raalra. perlu menyusun dan
mengatur rincian tugas pokok dan fungsi; Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Bombana sebagai pedoman dalam
melaksanakan tugas; :

'! !!
b

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan'Bupati; Bombana
tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi j Kantor Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana; ! ÿ ;! j

Mengingat 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten
Kolaka Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara. (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor i 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor|4339); |

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan iPemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran j Negara; Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan iLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234); i ; !1

4
. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang |Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494); M - ;

5
. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara jRepublik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah befcerapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 12015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran | Negara} Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahalnsLembaran Negaga
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